







A. Latar Belakang Masalah 
International Standard on Auditing (ISA) 700 dan 705 menyatakan bahwa 
salah satu kriteria perumusan opini atas laporan keuangan adalah kecukupan 
pengungkapan. Pada audit sektor publik di Indonesia, Pemerintah telah 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 dalam penjelasan pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan 
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan 
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 
(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa 
pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified 
opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan tidak memberikan 
pendapat/opini (disclaimer of opinion).  
Salah satu kriteria pemberian opini pada penjelasan pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah kecukupan pengungkapan (adequate 
disclosures). Standar akuntansi mengharuskan pemeriksa menggunakan dasar 
pengungkapan informasi yang cukup dalam pemberian opini. Pengungkapan 
informasi yang tidak mencukupi pada laporan keuangan sebagaimana diatur 
dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka pemeriksa dapat 
mempertimbangkan dampak materialitas informasi yang tidak diungkapkan secara 
cukup tersebut (BPK, 2012). Oleh karena itu auditor harus memodifikasi opininya 
apabila menemukan pengungkapan LKPD yang tidak sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) (Igbal, 2018). 
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2010 telah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 53 menjelaskan 





oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencakup 
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan 
dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang 
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 
Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mempunyai peranan yang 
penting yaitu membantu pengguna laporan keuangan supaya tidak salah persepsi 
dengan cara meningkatkan transparansi laporan keuangan serta menyediakan 
pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 menyebutkan bahwa CaLK disajikan 
secara sistematis. Lembar muka (on the face) yang dimaksud pada kerangka 
konseptual paragraf 53, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), 
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE). Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan 
LPE harus memiliki referensi silang dengan informasi yang berkaitan di dalam 
CaLK. Penjelasan atau analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam LRA, 
LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE terdapat dalam CaLK. 
Pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 diperjelas 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada kerangka konseptual 
paragraf 53 dan 83 menguraikan bahwa kecukupan pengungkapan berisi 
mengenai informasi lengkap yang seharusnya dijelaskan dalam laporan keuangan 
dan letak informasi yang seharusnya disajikan (dalam lembar muka atau di CaLK) 
karena pentingnya informasi yang lengkap bagi para pengguna Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD). Pengungkapan laporan keuangan pemda yang 
memadai diharapkan benar-benar menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi 
pemeriksa (auditor BPK) sebagai salah satu syarat dalam pemberian opini. 
Melalui penelitian ini dapat diketahui perbedaaan pengungkapan laporan 
keuangan antara pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 





Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) menyebutkan bahwa BPK RI telah memeriksa 
sebanyak 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 
2018. Dari hasil pemeriksaan BPK RI atas 542 LKPD Tahun 2018, sebanyak 443 
(82%) LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebanyak 86 
(16%) LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 
sebanyak 13 (2%) LKPD memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). 
Apabila dibandingkan dengan pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, kualitas LKPD 
Tahun 2018 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 6% yaitu 411 (76%) LKPD pada 
Tahun 2017 menjadi 443 (82%) LKPD pada Tahun 2018. Berdasarkan tingkat 
Pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 32 dari 34  Pemerintah Provinsi (94%), 
327 dari 415 Pemerintah Kabupaten (79%), dan 84 dari 93 Pemerintah Kota 
(90%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah 
Bidang Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah atau Program Peningkatan 
Kapasitas Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan kota yang ditetapkan 
dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85% (Provinsi), 60% 
(Kabupaten), dan 65% (Kota) pada tahun 2019. 
Data keberhasilan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten dan Pemerintah Kota meraih opini WTP berbanding terbalik dengan 
sejumlah penelitian sebelumnya mengenai tingkat pengungkapan laporan 
keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga muncul sebuah fenomena 
yang menarik. Penelitian Iqbal (2018) yang bertujuan untuk menilai tingkat 
pengungkapan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Tahun 
2013 hingga Tahun 2014 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) memperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD 
bernilai rendah, yakni 53,79% pada Tahun 2013 dan 56,14% pada Tahun 2014. 
Suwarjuwono (2017) meneliti tingkat pengungkapan akun persediaan pada 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tahun 2014 memperoleh hasil 
tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa masih rendah 
(sebesar 40,35%) serta belum sesuai dengan SAP. Penelitian ini juga memperoleh 
hasil bahwa tidak terdapat perbedaan pengungkapan akun persediaan antara 





mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib 
laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat tahun 2015-2017 
memperoleh hasil rata-rata tingkat pengungkapan wajib masih rendah sebesar 
61%. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa LKPD masih 
belum memuat pengungkapan yang cukup.  
Keterbatasan penelitian Suwarjuwono (2017) hanya berfokus pada kecukupan 
tingkat pengungkapan akun persediaan dalam LKPD di Jawa. Hasil penelitian ini 
tidak dapat digeneralisasi pada seluruh akun LKPD di Indonesia. Penelitian Iqbal 
(2018) terbatas pada penilaian tingkat pengungkapan wajib LKPD yang 
memperoleh opini WTP dengan LKPD yang memperoleh opini selain WTP pada 
tahun 2013 dan 2014. Sedangkan penelitian Putri (2019) menilai faktor-faktor 
pengungkapan wajib di Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat saja pada tahun 
2015-2017. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
Peneliti melakukan penelitian tingkat pengungkapan secara menyeluruh sesuai 
kriteria di SAP pada LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 15 kriteria dengan 
69 sub kriteria. Data penelitian juga menggunakan LKPD di seluruh wilayah 
Indonesia, sehingga penelitian diharapkan bisa mengungkap kondisi yang 
sebenarnya. Data LKPD juga menggunakan data Tahun Anggaran 2018 yang 
belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa 
penelitian terdahulu hanya meneliti tingkat pengungkapan secara parsial atau 
bagian yaitu salah satu akun di dalam neraca, belum ada penelitian tentang tingkat 
pengungkapan secara keseluruhan sesuai dengan kriteria di SAP dengan data 
LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang menggunakan data 
LKPD terbaru Tahun 2018. Mempertimbangkan beberapa faktor yang ada dan 
didukung dengan data yang diperoleh dari beberapa sumber dan penelitian 
terdahulu, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah  
1. Apakah tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) di Indonesia Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kriteria 





2. Apakah ada perbedaan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) di Indonesia Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Opini 
Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) BPK? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah  
1. Menganalisis tingkat pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) di Indonesia Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kriteria 
pengungkapan di SAP. 
2. Mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dengan opini 
WTP, WDP dan TMP. 
 
D. Motivasi Penelitian 
Kecukupan pengungkapan dalam arti yang luas (baik pengungkapan wajib 
maupun pengungkapan sukarela) secara parsial telah banyak diteliti oleh peneliti-
peneliti sebelumnya. Peneliti tertarik untuk menganalisis secara menyeluruh 
mengenai tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai 
kriteria pengungkapan pada PSAP (PP. No 71/2010) sebagai topik penelitian. 
 
E. Kontribusi Penelitian 
Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian tersebut dapat 
memberikan manfaat yang tidak hanya bagi penulis namun juga pihak lain. 
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak 
yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari 
penelitian ini adalah supaya bisa memberikan kontribusi praktis dan akademis 
sebagai berikut: 
1. Kontribusi Praktis 
Penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi 
penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menyajikan pengungkapan 





Penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemeriksa BPK 
untuk menilai kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) sebagai salah 
satu kriteria dalam merumuskan opini. 
2. Kontribusi Akademis 
Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan peneliti selanjutnya yang 
berminat untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai tingkat 
pengungkapan LKPD di Indonesia. 
 
F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 
Pada penelitian ini ruang lingkupnya adalah adalah pengukuran tingkat 
pengungkapan dalam  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kriteria Standar Akuntansi Pemerintah, serta hanya terdapat 3 jenis opini BPK 
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sesuai hasil pemeriksaan BPK Tahun 2018. 
Batasan penelitian ini adalah mengulas tentang tingkat pengungkapan dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Tesis ini terdiri dari lima bab yang dijabarkan dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah dalam 
penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, motivasi 
penelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini memberikan penjelasan tentang landasan teori yang meliputi agency 
theory,  signalling teory, legitimacy teory, laporan keuangan, audit laporan 
keuangan, pengungkapan LKPD, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini memberikan penjelasan tentang objek penelitian, pendekatan 
penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis. 





Bab ini memberikan penjelasan dan pemaparan mengeni hasil penelitian serta 
pembahasannnya. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini memberikan penjelasan dan pemaparan mengenai simpulan, 
keterbatasan dan rekomendasi penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
